KOTA PANGKAL PINANG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 800/09/DISDUKCAPIL/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMANTAUAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan

Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan
Masyarakat Kota Pangkalpinang, maka dipandang perlu
dibuat Tim Pemantauan Penyelenggaraan Pelayanan
Penanganan Pengaduan Masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091), Undang-Undang Darurat Nomor S5 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



10.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaiaman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
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Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi,
Bersih dan Melayani (WBBM);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum
Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E
Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun
2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 25 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan
Pengaduan Masyarakat Kota Pangkalpinang.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KOTA
PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran
keputusan ini sebagai Tim Pemantauan Penyelenggaraan

Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Tim Pemantauan Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan

Pengaduan Masyarakat bertugas

a. Melakukan  penerimaan, terdiri dari pemcriksaan
kelengkapan dokumen pengaduan dan pencatatan serta
pcmberian tanggapan kepada pengadu;

b. Melakukan penelaaahan dan pengklasifikasian, terdiri dari
identifikasi masalah, pemeriksaan substansi pengaduan,
klarifikasi, evaluasi bukti, dan seleksi;

c. Melakukan penyaluran pengaduan yaitu meneruskan
pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang,
dalam hal substansi pengaduan tidak mcnjadi
kewenangannya,;

d. Melakukan  penyelesaian pengaduan, terdiri  dari
penyampaian saran penyelesaian kepada pejabat terkait di
lingkungan  penyelenggara, pemantauan, pemberian
informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut, dan
pengarsipan;

e. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



KEEMPAT

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 02 Januari 2026
a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
Kepala Dinas

EMBINA Utama Muda/IVC
NIP. 19680709 199412 1 002



Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
Nomor : 800/09/DISDUKCAPIL/1/2026
Tanggal : 02 JANUARI 2026

PENUNJUKAN TIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2026
Pembina : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang
Penanggung Jawab :  Sekretaris Dinas.
Ketua Tim : Kepala Bidang PIAK dan Pemanfataan Data.
Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
Anggota : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;

2. Kasubbag PEP dan Keuangan.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 02 Januari 2026
a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
Kepala Dinas

EMBINA Utama Muda/IVC
NIP. 19680709 199412 1 002



